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Abstrak 

Belanja Daerah dibagi dalam dua kelompok yaitu belanja rutin dan pembangunan. Berdasarkan data 

anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut masih tergantung pada Dana Perimbangan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja 

Daerah dan besarnya pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja daerah di Kabupaten Tanah laut menentukan 

kebijakan yang tepat untuk anggaran belanja daerah di Kabupaten tanah Laut. Metodologi penelitian yang 

digunakan adalah pengambilan sampel dengan teknik sensus, metode pengumpulan data dengan menggunakan 

teknik wawancara dan studi pustaka. Teknik analisis data menggunakan statistik regresi berganda dengan 

menggunakan aplikasi SPSS 16.0 for Windows. Serta uji asumsi klasik. 

Dari penelitian yang telah di laksanakan diperoleh data dengan asumsi dari uji anova atau F-test, didapat 

F-hitung adalah 4,908 dengan tingkat signifikan = 0,00 jauh lebih kecil dari derajat kepercayaan 95% (a = 5%) 

maka model regresi bisa dipakai untuk memprediksi belanja daerah. Dengan kata lain PAD dan dana Perimbangan 

berpengaruh terhadap belanja daerah. Nilai t-statistik keduanya masing-masing adalah 0,372 dan 44,187. Dengan 

demikian dapat dinyatakan bahwa pengaruh signifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pengeluaran atau 

Belanja Daerah (BD) lebih lemah daripada pengaruh Dana Perimbangan (DP) terhadap pengeluaran atau Belanja 

Daerah (BD). 

 

Kata kunci: Belanja daerah, Dana perimbangan, Pendapatan asli daerah 

 

 

PENDAHULUAN  

Belanja daerah atau pengeluaran 

daerah (lokal expenditures) adalah 

pengeluaran yang dilakukan oleh Pemda 

untuk melaksanakan wewenang dan 

tanggung kepada masyarakat dan 

pemerintah diatasnya (pemerintah propinsi 

dan pemerintah pusat). Pada prakteknya 

belanja dibagi dalam dua kelompok: belanja 

rutin dan pembangunan. Belanja rutin 

adalah belanja keluarannya tidak berupa 

fisik, dan terjadi berulang-ulang sepanjang 

waktu atau periode, misalnya gaji pegawai, 

belanja barang/alat-alat tulis kantor, dan 

belanja perjalanan dinas. Belanja 

pembangunan adalah yang menghasilkan 

wujud fisik, seperti gedung, jalan, jembatan, 

irigasi dan sebagainya, yang masa 

manfaatnya lebih dari satu tahun. Belanja 

pembangunan ini pada akhirnya akan 

melahirkan kapital publik. 

Dalam kenyataan belanja rutin dan 

pembangunan selalu mengalami 

peningkatan setiap tahunnya, persentase 

belanja rutin/tidak langsung terhadap total 

belanja daerah cukup tinggi bila 

dibandingkan dengan bagian belanja 

pembangunan, hal ini diakibatkan oleh pos 

belanja pegawai yang rata-rata pertahunnya 

mencapai lebih dari 50% dari total belanja 

rutin/tidak langsung.  

Berdasarkan teori Keynes APBD/N 

merupakan salah satu mesin pendorong 

perkembangan ekonomi. Peranan APBD 

sebagai pendorong salah satu penentu 

tercapainya target dan sasaran makro 
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ekonomi daerah diarahkan untuk mengatasi 

berbagai kendala dan permasalahan pokok 

yang merupakan tantangan dalam 

mewujudkan agenda masyarakat yang 

sejahtera dan mandiri. 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Kabupaten Tanah Laut mengalami 

peningkatan setiap tahunnya. Berdasarkan 

data anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Tanah Laut masih 

tergantung pada dana perimbangan. 

Dominasi dana perimbangan terhadap 

sumbangan total penerimaan daerah 

menunjukkan bahwa Kabupaten Tanah Laut 

masih tergantung dengan bantuan dari 

pemerintah pusat.  

Dengan demikian untuk 

menentukan kebijakan yang tepat untuk 

anggaran belanja daerah di Kabupaten tanah 

Laut, pemerintah perlu mengetahui 

besarnya pengaruh Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) terhadap Belanja Daerah dan 

besarnya pengaruh Dana Perimbangan 

terhadap Belanja daerah di Kabupaten 

Tanah laut. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Rancangan penelitian yang 

digunakan adalah pengambilan sampel 

dengan teknik sensus. Data umum 

digunakan untuk memberikan gambaran 

tentang wilayah penelitian yang meliputi 

keadaan geografis dan administratif, 

kebijakan pembangunan daerah dan kondisi 

keuangan daerah. Sedangkan data khusus 

dimaksud untuk dianalisa, yang menjadi 

masalah penelitian yaitu: 

1. Data realisasi Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah (RAPBD) 

Kabupaten Tanah Laut Tahun 2003-

2012. 

2. Data Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Kabupaten Tanah Laut Tahun 1973-

2012. 

3. Data dana perimbangan Kabupaten 

Tanah Laut tahun 2003-2012. 

4. Data belanja daerah Kabupaten Tanah 

Laut tahun 2003-2012. 

5. Data-data lain yang terkait dan 

berhubungan dengan penelitian ini. 

Penelitian ini menggunakan data 

sekunder, yaitu data yang diperlukan untuk 

penelitian ini terdiri atas data Realisasi 

Anggaran Pendapatan dan belanja daerah 

(RAPBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 

2003-2012. Menurut Undang-Undang No. 

22 Tahun 2010, PAD adalah Penerimaan 

yang diperoleh dari sumber-sumber dalam 

wilayahnya sendiri yang dipungut 

berdasarkan peraturan Daerah sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

Metode pengumpulan data dengan 

menggunakan teknik wawancara dan studi 

pustaka. Wawancara yaitu tanya jawab 

Langsung dengan responden yang 

dilakukan untuk melengkapi kekurangan 

data yang ada. Studi pustaka, yaitu metode 

pengumpulan data dengan menggunakan 

buku dan literatur lain yang berhubungan 

dengan penelitian ini. 

Metode Analisis Data menggunakan 

statistik regresi berganda karena analisis 

regresi dapat digunakan untuk melihat 

pengaruh antar variabel bebas terhadap 

variabel terikat (Sulaiman, 2004: 1) tapi 

sebelumnya akan dilakukan uji asumsi 

klasik (best linear unbiased estimator-blue). 

Kemudian untuk pengambilan kebijakan 

dilakukan dengan metode AHP (analytic 

hierarchy process) dimana proses ini untuk 

mengukur pembobotan dalam mengambil 

suatu keputusan kebijakan yang akan di 

lakukan oleh daerah dimana metode ini di 

kembangkan oleh Thomas L Saaty pada 

tahun 1980. Penelitian ini menggunakan 

aplikasi SPSS 16.0 for Windows. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Gambaran Umum 

Kabupaten tanah Laut melalui 

kebijakan penataan ruang wilayahnya telah 

memprioritaskan 5 (lima) kawasan dengan 

masing-masing fungsi strategisnya yaitu: 

1. Kawasan industri dipusatkan di 

kecamatan Bati-Bati dan Jorong. 

2. Pertanian di kecamatan Kurau. 

3. Perikanan laut di kecamatan Kurau, 

Takisung, Panyipatan, Jorong dan 

Kintap. 

4. Pertambangan di kecamatan Jorong 

dan Kintap. 

5. Wisata di Kecamatan Takisung, 

Panyipatan, Jorong dan Pelaihari. 

 

Hasil Analisis Data 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Besar kecilnya pendapatan asli 

daerah (PAD) mencerminkan kemandirian 

suatu wilayah dalam membiayai 

pelaksanaan pembangunan di 

daerahnya.Semakin besar PAD suatu daerah 

berarti semakin mandiri daerah tersebut 

melaksanakan pelaksanaan daerah. 

Jumlah realisasi PAD Kabupaten 

Tanah Laut tahun 2003-2012 dapat dilihat 

pada Tabel 1 Realisasi PAD Kabupaten 

Tanah Laut dibawah ini: 

Tabel 1 

Realisasi Pad Kabupaten Tanah Laut 

2003-2012 

 

Berdasarkan Tabel 1 di atas, PAD 

Kabupaten Tanah Laut dari tahun 2003 

sampai tahun 2012 selalu mengalami 

peningkatan yang cukup berarti. PAD 

Kabupaten Tanah Laut tahun 2003 sebesar 

Rp 11,701 miliar dan terus mengalami 

peningkatan sampai tahun 2005 mengalami 

penurunan sebesar Rp 13,566 miliar. 

Setelah tahun 2006 PAD Kabupaten Tanah 

Laut mengalami peningkatan. PAD paling 

besar diperoleh pada tahun 2003 dengan Rp. 

11.701 miliar. Penerimaan PAD selama ini 

sangat dominan oleh pajak Kendaraan 

Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama 

Kendaraan Bermotor (BBNKB). Secara 

teoritis, pendapatan daerah akan sangat 

dipengaruhi oleh kondisi perekonomian 

suatu daerah atau dengan kata lain bahwa 

perkembangan ekonomi harus berkorelasi 

positif dengan pendapatan daerah. Rata-rata 

PAD Kabupaten Tanah Laut Pada Tahun 

2003-2012 adalah sebesar Rp. 17,917 

miliar. 

Realisasi APBD mengalami 

fluktuasi, pada tahun 2004 realisasi sebesar 

9,86% dan menurun pada tahun 2006 

sebesar 6,23% kemudian meningkat lagi 

pada tahun 2007 sebesar 8,72% tapi 

menurun ditahun 2008 sebesar 1,51% 

namun setelah tahun 2008 realisasi 

mengalami peningkatan kembali di tahun 

2009 sebesar 6,77% tapi menurun lagi tahun 

2011 sebesar 1,25%. 

Dana Perimbangan 

Dana perimbangan memberikan 

penjelasan bahwa pemanfaatan sumber 

daya nasional di arahkan untuk mendukung 

pembiayaan yang dialokasikan kepada 

daerah sesuai dengan potensi dan hasil 

daerah guna melaksanakan otonomi 

daerah.Pengalokasian sumber daya nasional 

juga dimaksudkan untuk mengurangi 

kesenjangan antara daerah bersangkutan. 

Potensi fiscal daerah sebagai sumber 
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pembiayaan dikelola oleh daerah untuk 

membiayai kebutuhannya dalam melayani 

masyarakat. Realisasi Dana Perimbangan 

Kabupaten Tanah Laut dari tahun 2003-

2012 dapat dilihat pada tabel 2 dana 

perimbangan Kabupaten Tanah Laut 

Tabel 2 

Realisasi Dana Perimbangan Kabupaten 

Tanah Laut 2003-2012 

 
Berdasarkan tabel 2 di atas dana 

perimbangan Kabupaten Tanah Laut 

mengalami fluktuasi yang tidak terlalu 

tajam dimana dari tahun 2003-2006 

mengalami peningkatan yaitu Rp 119,490 

miliar, Rp 126,260 Miliar, Rp 197,091 

miliar, Rp 219,585 miliar, tetapi menurun 

pada tahun 2008 sebesar Rp 100,360 miliar. 

Dana perimbangan Kabupaten 

Tanah laut paling besar diperoleh pada 

tahun 2012 Rp 290,904 miliar sedangkan 

paling kecil diperoleh pada tahun 2008 

dengan Rp 100,360 miliar. Dan rata-rata 

dana perimbangan Kabupaten Tanah Laut 

pada tahun 2003-2012 adalah sebesar Rp 

204.647 miliar. 

Realisasi APBD tertinggi pada 

tahun 2008 sebesar 99,72% dan terendah 

pada tahun 2006 yaitu 77,52%, dimana pada 

akhir tahun 2005 terjadi pemekaran 

kabupaten baru di propinsi Kalimantan 

selatan, yang mempengaruhi jumlah DAU 

yang diterima Kabupaten Tanah laut. 

Adapun peningkatan setelah tahun 2005 

disebabkan karena adanya peningkatan 

porsi DAU terhadap penerimaan dalam 

negeri dan peningkatan gaji PNS. 

Belanja Daerah 

Belanja daerah adalah belanja dalam 

APBD yang diarahkan untuk mendukung 

penyelenggaraan pemerintahan, 

pembangunan dan pembinaan 

pembangunan kemasyarakata. Secara 

umum belanja daerah dapat dikategorikan 

ke dalam belanja aparatur dan belanja 

public.Seiring perubahan peraturan 

perundang-undangan di bidang administrasi 

pengelolaan keuangan daerah sejak 

pemberlakuan Kemendagri Nomor 13 tahun 

2009 yang disajikan dalam neraca daerah. 

Prioritas belanja daerah yang telah 

dicanangkan oleh pemerintah kabupaten 

Tanah laut, lebih diarahkan pada 

penanggulangan kemiskinan dan 

kesenjangan social, revitalisasi pertanian 

dan pedesaan yang masuk dalam anggaran 

belanja rutin daerah.Sedangkan investasi 

dan ekspor serta peningkatan infrastruktur 

masuk dalam anggaran belanja 

pembangunan daerah. 

Tabel 3 

Rincian Data Belana Daerah Kabupaten 

Tanah Laut 2003-2012 (dalam Rupiah) 

 
Berdasarkan Tabel 3 di atas, tahun 

2003 total belanja daerah Kabupaten Tanah 

Laut sebesar 121,192 miliar dan mengalami 

peningkatan sampai tahun 2006, tetapi pada 

tahun 2007 sampai tahun 2008 mengalami 

penurunan. Tahun 2009 mengalami 

peningkatan sebesar 229,007 miliar. Dan 



33 
 

setiap tahun ketahun berikutnya terjadi 

ketidakstabilan belanja daerah total belanja 

daerah Kabupaten Tanah Laut paling besar 

pada tahun pada tahun 2012 sebesar Rp 

307,145 miliar dimana belanja rutin yaitu 

belanja aparatur (diluar gaji PNS), terutama 

untuk menampung belanja barang dan jasa, 

perjalanan dinas dan belanja pemeliharaan. 

Kenaikan ini juga didasarkan pada asumsi 

terkait dengan kondisi perekonomian 

seperti kenaikan bahan bakar 

minyak,kapasitas kebutuhan fiscal daerah, 

tingkat inflasi dan suku bunga. Selain itu 

kenaikan belanja gaji berhubungan dengan 

penerimaan pegawai negeri sipil dalam 

beberapa tahun ke depan yang merupakan 

salah satu variable dasar penyusunan DAU. 

Belanja daerah yang paling rendah pada 

tahun 2008 dengan Rp 100,638 miliar, rata-

rata belanja daerah Kabupaten Tanah laut 

pada tahun 2003-2012 adalah sebesar Rp 

214,219 miliar. 

Analisis Hasil Penelitian 

Uji Validitas dan Reliabilitas 

a. Uji Validitas 

Uji Validitas Item atau butir dapat 

dilakukan dengan menggunakan software 

SPSS. Untuk proses ini, akan digunakan Uji 

Korelasi Pearson Product Moment. Dalam 

uji ini, setiap item akan diuji relasinya 

dengan skor total variabel yang dimaksud. 

Dalam hal ini masingmasing item yang ada 

di dalam variabel X dan Y akan diuji 

relasinya dengan skor total variabel 

tersebut. 

Tabel 4 

Correlations 

 

Dari tabel 4 Correlations di peroleh 

data Pendapatan Asli Daerah dengan 

Belanja Daerah diperoleh nilai r-hitung 

0,893 yang lebih besar dari nilai r-tabel 

0,403 dengan signifikan 0,01 ini 

menyatakan bahwa data tersebut valid. 

Dana Perimbangan dengan Belanja Daerah 

diperoleh nilai r-hitung 0,998 yang lebih 

besar dari nilai r-tabel 0,403 dengan 

signifikan 0,01 ini menyatakan bahwa data 

tersebut valid. Ini menunjukkan bahwa data 

yang diperoleh layak untuk dilakukan 

pengujian statistik selanjutnya. 

b. Uji Reliabilitas 

Dalam statistik SPSS Uji 

Reliabilitas berfungsi untuk mengetahui 

tingkat kekonsistensian alat penggali data 

yang digunakan oleh peneliti sehiggaalat 

penggali data tersebut dapat dihandalkan, 

walaupun penelitian dilakukan berulangkali 

dengan alat penggali data yang sama. 

Tabel 5  

Reliabilitas Statistik 

Cronbach's Alpha N of Items 

.777 3 

 

Berdasarkan tabel 5 Reliabilitas 

statistik diperoleh alpha 0,777, sedangkan 

nilai alpha pada r-tabel 0,403 Ini 

menunjukkan bahwa alpha hitung Lebih 

dari dari r-tabel, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa alat pengumpul data 

yang digunakan reliabel atau terpercaya. 

Uji Asumsi Klasik 

Salah satu syarat untuk bisa 

menggunakan persamaan model regresi 

adalah terpenuhinya asumsi klasik. Untuk 

nilai pemeriksa yang tidak bisa dan efisien 

(best Linear Unbiased Estimator – Blue) 

dari suatu persamaan regresi dengan metode 

least square perlu dilakukan pengujian 

untuk mendapatkan model regresi yang 

dihasilkan memenuhi persyaratan asumsi 
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klasik. Hasilnya tidak terjadi 

Multikolieritas, asumsi non autokorelasi 

terpenuhi, tidak terjadi heteroskedastisitas 

pada model regresi, dan asumsi kenormalan 

terpenuhi. 

Uji Regresi Linear Berganda 

Tabel 6 

Hasil Run Spss Untuk Descriptive Uji 

Regresi Linear Berganda 

 
Dari tabel 6 diperoleh korelasi 

antara variabel Pendapatan Asli 

Daerahdengan Belanja Daerah diperoleh 

r=0,893 dengan probabilitas=0,000 < 0,05, 

makaHo ditolak, yang berarti bahwa ada 

hubungan/korelasi yang signifikan 

antaravariabel Pendapatan Asli Daerah 

dengan Belanja Daerah. Variabel Dana 

Perimbangan dengannilai ujian r=0,998, 

menggambarkan semakin tinggi Dana 

Perimbangan, maka akan semakin besar 

pulabelanja daerahnya. 

Uji Hipotesis 

Uji T (Parsial) 

Tabel 7 

Hasil Run SPSS untuk Coefficient 

Variabel a 

 
 

Terlihat pada kolom Coefficients 

model 1 terdapat nilai sig 0,000. Nilai sig 

lebih kecil dari nilaiprobabilitas 0,05, atau 

nilai 0,000<0,05, maka H1 diterima dan Ho 

ditolak. Variabel X mempunyaithitung 

yakni 100,218 dengan ttabel =1,684. Jadi 

thitung>ttabel dapat disimpulkan bahwa 

variabel Dana Perimbanganmemiliki 

kontribusi terhadap Belanja Daerah. Nilai t 

positif menunjukkan bahwa Dana 

Perimbangan mempunyaihubungan yang 

searah dengan Belanja Daerah. Jadi dapat 

disimpulkan Dana Perimbangan memiliki 

pengaruh signifikan terhadap Belanja 

Daerah. 

Tabel 8 

Hasil Run SPSS Untuk Coefficient 

Variabel B 

 
Terlihat pada kolom Coefficients 

model 1 terdapat nilai sig 0,712. Nilai sig 

lebih besar dari nilaiprobabilitas 0,05, atau 

nilai 0,712>0,05, maka H1ditolak dan Ho 

diterima. Variabel X mempunyaithitung 

yakni 0,372 dengan ttabel=1,684. Jadi 

thitung<ttabel dapat disimpulkan bahwa 

variabel Pendapatan Asli Daerah memiliki 

kontribusi terhadap Belanja Daerah yang 

rendah. Nilai t positif menunjukkan bahwa 

Pendapatan Asli Daerah mempunyai 

hubungan yang searah dengan Belanja 

Daerah. Jadi dapat disimpulkan Pendapatan 

Asli Daerah memiliki pengaruh 

signifikanterhadap Belanja Daerah. 

Uji F (Simultan) 

Tabel 9 

Hasil Run SPSS untuk Anova 
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Dari tabel diperoleh nilai Fhitung 

sebesar 4,908 dengan nilai probabilitas 

(sig)=0,000. Nilai Fhitung (4,908)< Ftabel 

(2,54), dan nilai sig. lebih kecil dari nilai 

probabilitas 0,05 atau nilai 0,000<0,05; 

maka H0 diterima, berarti secara 

bersama-sama (simultan) Pendapatan Asli 

Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh 

signifikan terhadap Belanja 

Daerah.H1ditolak. 

Pembahasan 

Analisa Regresi Linier Berganda 

Untuk Pengaruh Pendapatan Asli Daerah 

dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja 

daerah Pengujian atas pengaruh dana 

perimbangan dan PAD terhadap belanja 

daerah dimaksudkan untuk mengetahui 

apakah secara bersama-sama kedua variable 

tersebut berpengaruh signifikan terhadap 

belanja daerah dan variable mana yang lebih 

dominan. Berdasarkan hasil dari beberapa 

studi empiris sebelumnya (Zampelli 1986), 

Shah (2005), Slack (1979), Anderson 

(2005), Deller et al (2005), dan Abdulah dan 

halim (2006)) transfer atau grant dan 

pendapatan secara terpisah berpengaruh 

terhadap belanja daerah. Studi ini meregresi 

kedua variable pendapatan tersebut secara 

serentak sehingga dapat dibandingkan 

signifikan pengaruh keduanya terhadap 

belanja daerah (Abdulah dan Halim (2006)). 

Hasil analisis dapat dilihat pada Tabel 10 

sebagai berikut: 

Tabel 10 

Hasil Regresi Berganda PAD dan DP 

Terhadap BD 

 
Berdasarkan Tabel 10 di atas hasil 

analisis dari regresiberganda Pendapatan 

dan asli daerah dan Dana Perimbangan 

terhadap Pengeluaran/Belanja daerah, 

adalah sebagai berikut: 

1. Pengujian Hipotesis (Hipotesis 3-H3) 

H0 : b = b=…=0 (ada pengaruhnya 

yang tidak signifikan dari variable PAD 

dan DP terhadap Belanja Daerah) 

H1 : b # b # 0 (ada pengaruh yang 

signifikan dari variable PAD dan DP 

terhadap Belanja Daerah). 

Dari uji anova atau F test, didapat F 

hitung adalah 4,908 dengan tingkat 

signifikan = 0,00 jauh lebih kecil dari 

derajat kepercayaan 95% (a = 5%) maka 

model regresi bisa dipakai untuk 

memprediksi belanja daerah. Atau dengan 

kata lain PAD dan dana Perimbangan secara 

bersama-sama berpengaruh terhadap 

belanja daerah. Dan nilai t-statistik untuk 

model regresi sederhana dengan variable 

independen tunggal, nilai t-statistik untuk 

kedua variable mengalami kenaikan 

dibandingkan dengan regresi berganda 

(pendapatan asli daerah dan dana 

perimbangan terhadap belanja daerah). 

Ketika pendapatan asli daerah dan dana 

perimbangan diregresi secara serentak 

dengan pengeluaran/belanja daerah, maka 

nilai t-statistik keduanya masing-masing 

adalah 0,372 dan 44,187 (sehingga 

pendapatan asli daerah lebih kecil dari pada 

dana perimbangan). Sementara ketika kedua 

variable tersebut masing-masing diregresi 

secara sederhana terhadap pengeluaran atau 

belanja daerah, nilai t-statistik untuk dana 

pendapatan asli daerah adalah 0,191 

(sehingga PAD lebih kecil dari pada dana 

perimbangan). Dengan demikian dapat 

dinyatakan bahwa signifikasi pengaruh 

pendapatan asli daerah (PAD) terhadap 

pengeluaran/belanja daerah (BD) lebih 

lemah daripada pengaruh dana perimbangan 

(DP) terhadap pengeluaran atau Belanja 

daerah (BD). Hasil ini berbeda dengan hasil 
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yang diperoleh pada penelitian terdahulu 

oleh Ariefrahman (2006). 

 

KESIMPULAN  

Berdasarkan dari data-data hasil 

penelitian dapat disimpulkan bahwa: 

1. Secara parsial Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) dan Dana Perimbangan 

berpengaruh secara signifikan terhadap 

Belanja Daerah pada Kabupaten Tanah 

Laut. 

2. Secara simultan Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan 

berpengaruh secara signifikan terhadap 

Belanja Daerah pada Kab. Tanah Laut. 

3. Meningkatnya Belanja Daerah 

Kabupaten Tanah Laut dipengaruhi 

oleh Pendapatan Asli Daerah yang 

bersumber pada pendapatan pajak, 

retribusi, dan Badan Usaha Milik 

Daerah, dan yang berpengaruh 

Dominan adalah Dana Perimbangan 

yang berasal dari Dana Bagi Hasil, 

Dana Alokasi Umum, dan Dana 

Alokasi Khusus. 
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